Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur by Faith, Valiant & , Dr. Dra. Erma Setiawati, Ak., MM.
 PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, 
PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN, DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA 
MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR 
 
 
 
 
 
 
 
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 
 
Oleh : 
VALIANT FAITH 
NIM. B 200 100 357 
 
 
 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2018 
i 
 
  
ii 
 
  
iii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, 
PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN, DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA 
MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR 
 
ABSTRAK 
 
Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan 
sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan 
maupun untuk fasilitas publik. Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi 
Jawa Timur sebagai salah satu daerah otonom berkewajiban untuk 
memenuhi kebutuhan vital masyarakat melalui pembangunan berbagai 
sarana dan prasarana publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
Pendapatan Asli daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), 
dan Luas Wilayah terhadap pengalokasian Belanja Modal pemerintah 
kabupaten dan kota di Jawa Timur. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan 
realisasi APBD seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 38 Kabupaten dan Kota yang menyampaikan laporan 
realisasi APBD tahun anggaran 2014 hingga 2016. Sampel diambil dengan 
teknik sampling jenuh. Data-data yang diperoleh melalui dokumentasi dan 
kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan 
analisis regresi ganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, dan Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap alokasi 
belanja modal daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa DAU, DAK, dan luas 
wilayah tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan pengalokasian 
belanja modal. (2) Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran  tahun sebelumnya (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal ini berarti apabila suatu 
pendapatan daerah meningkat maka kesempatan untuk mengalokasian 
anggaran terhadap belanja modal juga akan meningkat. Sementara SiLPA 
merupkan salah satu sumber pendanaan belanja modal. Semakin besar 
SiLPA maka semakin besar alokasi belanja modal.  
 
Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli 
Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, 
Belanja Modal  
 
ABSTRACT 
 
Capital expenditure budget is based on regional needs for facilities and 
infrastructure, both for the smooth implementation of government tasks and 
for public facilities. District and city governments in East Java Province as 
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one of the autonomous regions are obliged to meet the vital needs of the 
community through the development of various public facilities and 
infrastructure. The purpose of this study was to analyze the influence of the 
General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue 
(PAD), Time Le bih Financing Articles (SiLPA), and Wide Areas of the 
allocation of Capital Expenditure county and city governments in East Java.  
This research uses quantitative research method with statistical 
analysis. Population in this research is all report of realization of APBD s 
all Kabupaten and City in East Java. The sample in this research is 38 
districts and municipalities that deliver the realization report of APBD fiscal 
year 2014 until 2016. Samples were taken with saturated sampling 
technique. Data obtained through documentation and bibliography. Data 
analysis techniques use classical assumption test and multiple regression 
analysis, t test, F test, and test of coefficient of determination.  
The results show that : (1) General Allocation Fund, Special 
Allocation Fund, and large region has no effect on the allocation of regional 
capital expenditure. This indicates that DAU , DAK , and the area can not be 
an indicator in determining the allocation of capital expenditure. (2) Local 
Original Income and Remaining More Financing The previous year's budget 
(SiLPA) have a positive and significant impact on the allocation of regional 
capital expenditure. This means that if a regional income increases then the 
opportunity to allocate budget to capital expenditure will also increase. 
While SiLPA merupkan one of the funding sources of capital expenditure. 
The bigger the SiLPA, the greater the capital expenditure.  
  
Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Local 
Original Income, Remaining More Budget Financing, Area, 
Capital Expenditure  
 
 
1. PENDAHULUAN 
Saat ini, otonomi daerah memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada 
daerah otonom, yang ditekankan pada kabupaten dan kota. Dampaknya, 
apabila merasa diambil haknya pemerintah daerah berani ‘memberontak’ 
kepada pemerintah pusat lewat pengadilan. Implementasi otonomi daerah di 
Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan 
di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah 
dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau 
pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang 
secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi 
industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan 
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daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan 
terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut 
menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). 
Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan 
pendanaan daerah yang cukup besar, maka Pemerintah memberikan Dana 
Perimbangan. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya 
kemampuan keuangan dan ekonomi daerah dan bertujuan untuk mengurangi 
kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan 
vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar 
daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. 
Hasil riset yang dilakukan oleh Adi (2006) mengindikasikan bahwa proporsi 
Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap 
penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah 
yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, 
Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam acara penyerahan 
DIPA 2012 di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum 
memuaskan dan menghendaki agar sisa anggaran tidak digunakan untuk 
keperluan yang tidak jelas namun dapat digunakan untuk pembangunan 
infrastruktur. Prasetyantoko dalam harian Seputar Indonesia (21/12/11) yakin 
bahwa anggaran negara yang menganggur bisa dialokasikan untuk belanja 
yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan 
ekonomi nasional. 
Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah 
dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan 
meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas 
maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum.Dalam upaya 
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peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan 
potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan 
proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-
sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007). 
Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana 
dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan 
maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 
tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas 
penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Pemerintah kabupaten 
dan kota di Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah otonom 
berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat melalui 
pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik. Dalam kajian ilmu 
akuntansi sektor publik, kegiatan pembangunan infrastruktur daerah tersebut 
dikenal dengan istilah belanja modal (Permendagri No. 13 Tahun 2006 juncto 
Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah). 
Penelitian tentang Belanja Modal suatu daerah sudah banyak dilakukan, 
diantaranya oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) menunjukan bahwa 
besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas 
wilayah. Penelitian Fahri Eka Oktora dan Winston Pontoh (2013) dengan 
hasil DAU dan DAK mempunyai hubungan signifikan terhadap belanja 
modal. Sedangkan menurut Wandira (2013), secara simultan variabel PAD, 
DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
Menurut Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2013) hasil pengujian 
koefisien jalur ditemukan bahwa secara simultan PAD dan DAU berpengaruh 
positif terhadap belanja modal. Sedangkan secara parsial PAD berpengaruh 
positif sementara DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal. 
Peneitian Kesit Bambang Prakosa pada tahun (2013) menunjukan bahwa 
DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar 
dan Siswantoro (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana 
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Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan 
Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.” Perbedaan penelitian 
ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode tahun dimana 
penelitian sebelumnya menggunakan periode 2010, penelitiian ini 
menggunakan periode 2014 – 2016, daerah penelitian yang digunakan juga 
berbeda, peneliti memilih Jawa Timur karena sesuai dengan alamat peneliti. 
Sedangkan variabel yang digunakan pada penelitian ini sama dengan 
sebelumnya ditambah satu variable lagi yaitu Dana Alokasi Khusus. 
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk 
mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian 
kali ini peneliti mengambil judul: “PENGARUH DANA ALOKASI 
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, 
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN LUAS WILAYAH 
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI 
JAWA TIMUR”. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 
diteliti dirumuskan sebagai berikut: apakah Dana Alokasi Umum (DAU), 
Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli daerah (PAD), Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap 
pengalokasian Belanja Modal pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur? 
2. METODE 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang datanya dinyatakan 
dalam angka dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik.  Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.  
Sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa 
Timur, yaitu sebanyak 38 Kabupaten dan Kota yang menyampaikan laporan 
realisasi APBD tahun anggaran 2014 hingga 2016. Teknik penentuan sampel 
yang digunakan adalah sampling jenuh. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis data sekunder yang berupa laporan realisasi APBD 
tahun 2014-2016 yang terdiri dari 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa 
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Timur. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan 
dokumentasi. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Statistik Deskriptif 
Berdasarkan hasil analisis potensi dan kinerja pemerintah daerah, maka 
dilakukan perhitungan terhadap DAU, DAK, PAD, SilPA, luas wilayah, dan 
belanja modal. Hasil analisis menunjukkan hasil sebagai berikut: 
Tabel 1. 
Rangkuman Data Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2014-2016 
 
Sumber: data diolah 
Data menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan 
oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 
2014-2016 rata-rata adalah sebesar 702.492,05 juta rupiah dengan DAU 
terendah adalah Kota Blitar tahun 2014 dengan nilai 270.755 juta rupiah, dan 
DAU tertinggi Kabupaten Malang tahun 2016 dengan nilai 1.376.310 juta 
rupiah. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan oleh pemerintah pusat 
kepada Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Timur rata-rata adalah sebesar 
65.036,11 juta rupiah dengan DAK terendah adalah Kota Kediri tahun 2015 
dengan nilai 1.216 juta rupiah, dan DAK tertinggi Kabupaten Malang tahun 
2016 dengan nilai 125.995 juta rupiah. 
Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur 
pada tahun 2014-2016 mencapai rata-rata 147.926,58 juta rupiah dengan 
PAD minimal 32.460 juta rupiah (Kota Batu tahun 2014) dan PAD tertinggi 
702492,05 65036,11 147926,56 114015,42 1265,82 185157,70
708271,50 71727,00 71752,50 67254,00 1269,00 143928,50
270755,00 1216,00 32460,00 9197,00 650,00 38987,00
236169,88 29443,45 361238,07 229075,93 314,70 188148,05
270755,00 1216,00 32460,00 9197,00 650,00 38987,00
1376310,00 125995,00 2624229 1635636 1933,00 1312625,00
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
DAU DAK PAD SILPA LUAS Belanja Modal
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2.624.229 juta rupiah (Kota Surabaya tahun 2016). Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa 
Timur pada tahun 2014-2016 mencapai rata-rata 114.015,42 juta rupiah 
dengan SiLPA minimal 9.197 juta rupiah (Kabupaten Lamongan tahun 2014) 
dan SiLPA tertinggi 1.635.636 juta rupiah (Kota Surabaya tahun 2014).  
Luas wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur mencapai rata-
rata1.265,82 km2 dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Probolinggo 
seluas 650,00 km2 dan luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi 
seluas 1.933 km2. Selanjutnya alokasi belanja modal Kabupaten/Kota se 
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2016 mencapai rata-rata 185.157,70 
juta rupiah dengan alokasi belanja modal minimal 38.987 juta rupiah 
(Kabupaten Mojokerto tahun 2015) dan alokasi belanja modal tertinggi 
1.312.625 juta rupiah (Kota Surabaya tahun 2015). 
3.2 Pengujian Asumsi Klasik 
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data 
Variabel  
Kolmogorov-
Smirnov p-Value Sig Status 
Unstandardized 
residual 
0,689 0,730 p>0,05 Normal 
Sumber: Data diolah  
Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui bahwa p-
value dari unstandardized resdiual ternyata lebih besar dari α (0,730>0,05), 
sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal 
atau memiliki sebaran data yang normal.  
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel  Tolerance VIF Keterangan 
DAU 0,277 3,616 Bebas multikolinieritas
DAK 0,360 2,779 Bebas multikolinieritas
PAD 0,114 8,807 Bebas multikolinieritas
SiLPA 0,117 8,568 Bebas multikolinieritas
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Luas Wilayah 0,428 2,334 Bebas multikolinieritas
Sumber: Data diolah 
Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang 
memiliki tolerance lebih dari 0,1 (>0,1) dan semua variabel bebas memiliki 
nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2001). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada gejala multikolinieritas dalam model regresi. 
Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel  thitung Sign. p Keterangan  
DAU 0,116 0,908 p>0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas
DAK 1,793 0,076 p>0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas
PAD -1,027 0,307 p>0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas
SiLPA 0,765 0,446 p>0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas
Luas Wilayah -,683 0,496 p>0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sumber: Data diolah 
Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan 
heteroskedastisitas, karena nilai probabilitas (p) lebih besar dari taraf 
signifikansi 5% (p>0,05) atau tidak signifikan. Secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini 
(Ghozali, 2001).  
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 
Variabel  D‐W  ‐2 < D‐W < +2  Keterangan 
DAU, DAK, 
PAD, SiLPA, dan 
Luas wilayah 
terhadap belanja 
modal 
1,754 -2 < 1,754 < +2 
Tidak ada masalah 
autokorelasi 
Sumber: data diolah  
Dari table 5 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan uji autokorelasi 
memperoleh nilai D-W sebesar 1,754 berada di antara –2 sampai dengan +2, 
maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada gangguan autokorelasi yang serius di 
dalam parameter model regresi. 
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3.3 Hasil Uji Hipotesis 
 3.3.1 Analisa Regresi Berganda 
Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh 
DAU, DAK, PAD, SiLPA, dan Luas wilayah terhadap belanja modal. 
Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 
Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 Koefisien  thitung Signifikansi 
Konstanta 40525,498   
DAU 0,009 0,203 0,840 
DAK -0,028 -0,090 0,928 
PAD 0,290 6,399 0,000* 
SiLPA 0,349 4,951 0,000* 
Luas Wilayah 45,490 1,701 0,092 
Adjusted R2 0,903   
F Statistik 211,747  0,000 
Sumber: data diolah  
Keterangan: *) diterima pada taraf signifikansi 5% 
Dari hasil analisis regresi di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai 
berikut:  BM  =  40525,498 + 0,009 (DAU) – 0,028 (DAK) + 0,290 (PAD)  + 
0,349 (SiLPA) + 45,490 (LUAS) + e. Nilai konstanta sebesar 40525,498 
menunjukkan bahwa jika tidak ada peningkatan DAU, DAK, PAD, SiLPA, 
dan Luas wilayah, maka nilai alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur hanya sebesar 40525,498 juta rupiah.  
Nilai koefisien DAU sebesar 0,009 menyatakan jika terjadi peningkatan 
DAU sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal  akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,009 juta rupiah. Begitu juga sebaliknya jika ada 
penurunan DAU sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal  akan 
mengalami penurunan sebesar 0,009 juta rupiah. 
10 
Nilai koefisien DAK sebesar -0,028 menyatakan jika terjadi peningkatan 
DAK sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal  akan mengalami 
penurunan sebesar 0,028 juta rupiah. Begitu juga sebaliknya jika ada 
penurunan DAK sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal  akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,028 juta rupiah. 
Nilai koefisien PAD sebesar 0,290 menyatakan jika terjadi peningkatan 
PAD sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal  akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,290 juta rupiah. Begitu juga sebaliknya jika ada 
penurunan PAD sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal  akan 
mengalami penurunan sebesar 0,290 juta rupiah. 
Nilai koefisien SiLPA sebesar 0,349 menyatakan jika terjadi peningkatan 
SiLPA sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal  akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,349 juta rupiah. Begitu juga sebaliknya jika ada 
penurunan SiLPA sebesar satu juta rupiah maka alokasi belanja modal akan 
mengalami penurunan sebesar 0,349 juta rupiah. 
Nilai koefisien luas wilayah sebesar 45,490 menyatakan jika terjadi 
peningkatan luas wilayah sebesar satu kilometer persegi maka alokasi belanja 
modal  akan mengalami peningkatan sebesar 45,490 juta rupiah. Begitu juga 
sebaliknya jika ada penurunan luas wilayah sebesar satu kilometer persegi 
maka alokasi belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 45,490 juta 
rupiah. 
Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji F 
Variabel Fhitung Ftabel * P-value  Keterangan 
DAU, DAK, PAD, SiLPA, 
dan luas wilayah terhadap 
alokasi belanja modal  
211,747 2,29 0,000 Model fix 
Sumber: data diolah  
Keterangan: *) = Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df= 5;108 
Dari hasil pengolahan data diperoleh Fhitung = 211,747 dengan p= 0,000, 
sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (5;108) adalah sebesar 
2,29. Dikarenakan Fhitung > Ftabel (211,747 > 2,29) dengan p<0,05, artinya 
model regresi tentang pengaruh DAU, DAK, PAD, SiLPA, dan luas wilayah 
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terhadap alokasi belanja modal dinyatakan fit atau cocok. Hal ini 
menunjukkan bahwa DAU, DAK, PAD, SiLPA, dan luas wilayah secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal daerah. 
Dari pengujian yang telah dilaksanakan menghasilkan nilai koefisien 
determinasi R2 sebesar 0,903, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil 
pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang baik (goodness of fit). Hal 
ini menunjukkan bahwa sekitar 90,3% variasi dari alokasi belanja modal  
dapat dijelaskan oleh variabel DAU, DAK, PAD, SiLPA, dan luas wilayah. 
Sedangkan sekitar 9,7% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar 
model. 
Tabel 8. Rangkuman Hasil Uji t 
Variabel thitung Sign. p  Keterangan 
DAU 0,203 0,840 p>0,05 Tidak Signifikan 
DAK -0,090 0,928 p>0,05 Tidak Signifikan 
PAD 6,399 0,000 p<0,05 Signifikan 
SiLPA 4,951 0,000 p<0,05 Signifikan 
Luas Wilayah 1,701 0,092 p>0,05 Tidak Signifikan 
Sumber: data diolah  
Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel Dana Alokasi 
Umum (DAU) memiliki nilai thitung = 0,203 dengan nilai p=0,840, sedangkan 
ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 1,980. Dikarenakan thitung < ttabel 
(0,203 < 1,980) dengan p>0,05, maka H1 ditolak. Artinya DAU tidak 
berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 
Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai thitung = -0,090 
dengan nilai p=0,928, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 
1,980. Dikarenakan thitung < ttabel (0,090 < 1,980) dengan p>0,05, maka H2 
ditolak. Artinya DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 
Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai thitung = 6,399 
dengan nilai p=0,000, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 
1,980. Dikarenakan thitung > ttabel (6,399 > 1,980) dengan p<0,05, maka H3 
diterima. Artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi 
belanja modal. 
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Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 
memiliki nilai thitung = 4,951 dengan nilai p=0,000, sedangkan ttabel pada taraf 
signifikansi 5% adalah = 1,980. Dikarenakan thitung > ttabel (4,951 > 1,980) 
dengan p<0,05, maka H4 diterima. Artinya SiLPA berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap alokasi belanja modal. 
Variabel luas wilayah memiliki nilai thitung = 1,701 dengan nilai p=0,092, 
sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 1,980. Dikarenakan thitung 
< ttabel (1,701 < 1,980) dengan p>0,05, maka H5 ditolak. Artinya luas wilayah 
tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 
Dari hasil uji t di atas terlihat bahwa hanya variabel PAD dan SiLPA yang 
mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan DAU, 
DAK, dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 
4. PENUTUP 
Simpulan yang diambl penelitian ini adalah: Pertama, Dana Alokasi 
Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah dan H1 
ditolak. Hasil pengujian hipotesis terhadap DAU memperoleh nilai thitung = 
0,203 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). 
Kedua, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja 
modal daerah dan H2 ditolak. Hasil pengujian hipotesis terhadap DAK 
memperoleh nilai thitung = -0,090 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). 
Ketiga, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap alokasi belanja modal daerah dan H3 diterima. Hasil pengujian 
hipotesis terhadap PAD memperoleh nilai thitung = 6,399 diterima pada taraf 
signifikansi 5% (p<0,05). 
Keempat, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  tahun sebelumnya (SiLPA) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah dan 
H4 diterima. Hasil pengujian hipotesis terhadap SiLPA memperoleh nilai 
thitung = 4,951 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). 
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Kelima, Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal 
daerah dan H5 ditolak. Hasil pengujian hipotesis terhadap luas wilayah 
memperoleh nilai thitung = 1,701 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). 
Dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis membeikan saran-saran 
sebagai berikut: 
Pertama, Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah 
penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Kabupaten/Kota se-
Provinsi Jawa Timur. Daerah penelitian yang lebih luas akan memberikan 
hasil yang lebih mendekati kenyataan yang sebenarnya; Kedua, bagi 
penelitian mendatang hendaknya periode penelitian lebih diperpanjang lagi, 
yaitu tidak hanya 3 tahun, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik. 
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